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ABSTRAK - bahwa arsip merupakan sumber informasi, bahan 

pertanggungjawaban, identitas dan jati diri bangsa maka 

harus diselenggarakan dengan tata kelola yang 

komprehensif, terpadu dan berkesinambungan; 

 

- bahwa penyelenggaraan kearsipan daerah saat ini 

memerlukan pemahaman dan pemaknaan yang luas 

sebagai pendukung kinerja pemerintahan dan 

pembangunan daerah, pelayanan publik serta 

penyelamatan memori kolektif bangsa; 

 

- bahwa dengan adanya perubahan aturan hukum dalam 

bidang kearsipan maka Peraturan Daerah Nomor 15 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu 

diganti; 

 

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 

   

-  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat 

(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota 

Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



4846); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, 

Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3381); Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5286). 

  

- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penetapan 

kebijakan; pengelolaan arsip; autentifikasi; pembinaan 

karsipan; pengawasan; kerjasama dan partisipasi 

masyarakat; pembiayaan; ketentuan larangan; dan 

ketentuan sanksi. 

 

CATATAN  - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

tanggal 16 Agustus 2019 

  -  Perda ini ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 16 

Agustus 2019 


